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ABSTRAK 

Dalam upaya untuk memberikan jaminan kepastian kepada para pihak yang akan 

membuat perjanjian maka diperlukan adanya pembuatan akta, dan pembuatan akta itu 

sendiri dilakukan oleh notaris sebagai pejabat umum yang bertugas membuat akta 

sekaligus penanggung jawab terhadap akta tersebut. Pembuatan akta notaris meliputi 

perjanjian kredit yang melibatkan antara pihak kreditur dan pihak debitur. Sesuai Pasal 6 

Undang-Undang Perbankan, salah satu bentuk usaha dari bank adalah pemberian kredit. 

Kredit perbankan memiliki resiko diman resiko yang sering ditanggung bank meliputi 

resiko kredit berupa debitur mengalami gagal bayar dan keadaan gagal bayar tersebut 

sering disebut dengan kredit bermasalah (problem loan), istilah yang sering digunakan 

didalam perbankan yaitu Non Performing Loan (NPL). 

Kreditur yang mengalami gagal bayar mempengaruhi Non Performing Loan 

(NPL) bank dimana semakin banyak debitur yang mengalami gagal bayar maka Non 

Performing Loan bank yang bersangkutan digolongkan tinggi, tingginya Non Performing 

Loan sebuah bank memberikan dampak terhadap kesehatan serta likuiditas bank karena 

kerugian finansial akibat pencadangan modal yang besar sekaligus menyebabkan 

berkurangnya kepercayaan nasabah atau investor. Upaya bank untuk menekan angka Non 

Performing Loan dengan cara melakukan penyelamatan kredit dapat berupa restrukturisasi 

berupa penawaran plafondering ataupun dapat dilakukan dengan agunan yang diambil alih 

(AYDA). Penyelamatan kredit menggunakan AYDA diatur dalam Pasal 12A Undang-

Undang Perbankan yang menjelaskan bahwa Bank Umum dapat membeli sebagian ataupun 

seluruh agunan, baik melalui pelelangan maupun diluar pelelangan berdasarkan 

penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan dalam hal nasabah debitur tidak 

memenuhi kewajibannya kepada bank. 

Penjelasan secara singkat terhadap AYDA yaitu bank melakukan pengambil 

alihan terhadap aset debitur yang mengalami gagal bayar baik diambil alih melalui lelang 

ataupun diluar lelang berdasarkan persetujuan dari debitur dan memposisikan pemilik 

agunan sebagai penjual dari jaminan tersebut, setelah bank melakukan pengambil alihan 

maka bank wajib untuk menjual jaminan tersebut kepada pihak lain dalam waktu maksimal 

satu tahun. Faktor-faktor yang menghambat bank dalam melakukan AYDA adalah adanya 

kontradiksi terhadap peraturan satu dengan peraturan lain sehingga AYDA masih banyak 

celah yang dapat dimanfaatkan oleh pihak debitur untuk melakukan gugatan. 
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Abstract 

In order to provide guarantees to the parties entering into an agreement, a deed 

is required. This deed is prepared by a notary, a public official tasked with drafting and 

responsible for deed preparation. The preparation of a notarial deed covers credit 

agreements involving both creditors and debtors. According to Article 6 of the Banking 

Law, one of the business activities of banks is providing credit. Banking credit carries risks, 

and the risks often borne by banks include debtor default, often referred to as non-

performing loans. The term often used in banking is Non-Performing Loans (NPL).  

Credit defaults affect a bank's Non-Performing Loans (NPL). The more debtors 

default, the higher the bank's NPL. A high level of NPL impacts the bank's health and 

liquidity due to financial losses resulting from large capital reserves and a decline in 

customer or investor confidence. Banks' efforts to reduce non-performing loans (NPL) 

through credit rescue can include restructuring, offering maximum credit limits, or using 

foreclosed collateral (AYDA). Credit rescue using AYDA is regulated in Article 12A of the 

Banking Law, which states that commercial banks can purchase part or all of the 

collateral, either through auction or outside of auction, based on the collateral owner's 

voluntary surrender if the debtor fails to fulfill its obligations to the bank.  

A brief explanation of AYDA is that the bank takes over the assets of a defaulting 

debtor, either through auction or outside of auction, with the debtor's consent. The 

collateral owner then positions himself as the seller of the collateral. After the takeover, 

the bank is required to sell the collateral to another party within a maximum of one year. 

Factors hindering banks from implementing AYDA include conflicting regulations, which 

leave numerous loopholes in AYDA that debtors can exploit to file lawsuits. 
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